Jejak Langkah Seorang Advoka: SejatimImam Nasima

Imam Nasima

<757 be demnanded st of aiyone élse than of binsself. And for binself Z?e
asked ;mff’w{g He fought with many and challenged mot e—pplitical leaders, judges,
prosecators, pa/zw, colleapues, his church, the Old ﬂ;tzwem‘ pa:z.r rgj the I\f-‘w
l’mfwfwﬁf .,fzfm’ f’!’éf!,, I mgﬁm‘ /ffzf God /. /"’ ’

(Daniel S. Lev)

Kutipan di atas adalah kesaksian Daniel S. Lev tentang seorang
advokat Indonesia mengabdikan segenap hidupnya dengan konsekuen
dan konsisten bagi kepentingan orang banyak di negeri ini: Yap Thiam
Hien. Sebagai seorang advokat yang namanya diabadikan menjadi nama
penghargaan bagi pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Yap
Thiam Hien barangkali lebih akrab di kalangan aktivis HAM dibanding
para advokat, Namun sejarah mencatat, salzh satu figur advokat ideal
dengan penuh dedikasi untuk tegakaya hukum dan keadilan di Indonesia,
dapat ditemukan dalam pribadi seorang Yap Thiam Hien.

Dalam jejak langkah Jentera edisi advokat ini, figur dan pemikiran
Yap Thiam Hien menatik untuk dituliskan kembali, agar kita dapat
mengenal lebih dalam kiprah dan pemikirannya. Meskipun tak banyalk
katya akademis yang dapat ditelusuri dari hidup Yap Thiam Hien, namun
beberapa aspek pemikirannya yang terekam perlu terus diceritakan dan

" Disarikan dari Daniel S. Lev, “In Memoriam: Yap Thiam Hien (1913- 1989)7,
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 disebarluaskan. Sebagian besar tulisannya: diterbitkan . dalam sebuagh

buku berjudul “Yap Thiam Hien: Negara, HAM dan Demokrasi”,’
: W’aﬁsﬁnnya'_ yang paling berharga bagi komunitas hukum di Indonesia
bukan pembelaannya yang sepenuh hati kepada perlindungan HAM di
Indonesia saja; namun juga Llprah ny atanya dalam mempumhfmlﬂn
: plmap pr1n51p sebagai scorang yuris. g

i Per;aianan Hldup Yap Thmm ern e
o .'-_'_:-'Peiydanan hidup Yap Thian Hien dqpat cfhtelusurz antara lfnn dagi
‘tulisan-tulisan Dan Lev. Savanonya penuksan biograﬁ lengkapnya sempat
techenti leetika Dan’ Lev menmggal pada tahun 2006. Biografi tersebut
selmmng masih dalami Proses pcnyelesman Namun demilian, tulisan-tulisan
Dan Lev'yanv pcmah dltelblﬂm sebelumnya telah memuat perjalanan
ludup salah satu advokat besar yang pemah hidup di negex ini.
" Terlahir di Aceh pada Langgai 25 Mei 1913 dari pasangan Yap Sin
Eng dan Hwan Tjing Nio, Yap Thiam Hiﬁ:{’l menikmati kehidupan
vang mew’ah di hngkung'm petinggi saat itu’ Kakelk buyutnya adalah
seorang Letnan di bawah pemermtah kolonial Hindia Belanda,
Kehidupaa mewah ini tak bertahan lama karena keluarga Yap mengalami
kebanglkrutan bc_belapa tahun kemudmn I&chldupan Yap Thiam Hien
kecil beltambah susah setelah ibunya meninggal di usianya yang ke
sembl lan. Se]ak 1tu1ah ia dnsuh oleh nenek tirinya, Sato Nakashima,
seorang perempuan Jepang vang keras dan teguh pada pendirian, Dan
Lev mencatat bahwa mungkin dari nenek tirinya inilah watak yang keras
dan teguh pftdq pendirian mulai mewarnai pribadi Yap Thiam Hicn.
Di masa depresi ekonomi pada tahun 30-an, Yap Thiam Hien muda
ang menguasai setidaknya enam bahasa dengan baik (Indonesia, Belanda,
In0g1"15 Perancis _}erman dan Latin), mulm merasakan pendzchlﬁn tingginya

‘ Damd Hutagalung {peny urmng) Yep Thiarn Hien: I\fmm, FLAM dan Denokrass,
Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Fukam Indonesia, 1998.

? Penulisan biogmﬁ_yang hampir selesai tersebut, kemudian dilanjutkan oleh
beberapa kolega delkar Dan Lev unuk melengkapi bagian penutup. Dari informasi
terakhir yang penulis dapatkan dari Bivied Susand, peneliti senior PSHK yang saat
ini juga turot membantu peayelesaian hiografi tersebut, naskah biografi sudah dalam
tahap persiapan penerbitan,

* Daniel 8. Lev, 1989, hlm. 107-108. Untuk mendalumi bagian hidup Yap Thiam
Hien di Aceh, lihat Daniel 8. Lev, ¥ Yap Thiam Hien And Aceh”, Tndonesia, Volume 82
(October 2006), hlm. 97-113. Tulisan tersebut merupakan bagian pertama dar naskah
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pada Sekolah Guru H.C.S. (Holands-Chinese Kiéckschoo) i Jatinegara. Selepas

r_hén}*dm@ﬂmn pendidikan Kueekschool-nya dalam waktu satu tabun, ja mtlai -

- mengajar pada;sekolah-sekolah H.C.S. - (Hollands-Chinese School) swasta: di
Cirebon dan. Rembang yang-sebagian muridnya dati-golongan miskin
walktu itu tals mampu mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah pemerintaly;

' Setelah kurang lebih tiga tahun mengabdi sebagai guru, pada tahun 1937 Yap.
Thiam Hien memutuskan untuk ‘mengambil Lu.lnh bulx_um pqda Selxohh;
Tm%gl Hukum (Rﬂ/)f;ffmomfbaalj di Eatavm o :ﬁ S L

R Namun nqsﬁ) Yap Thmn Hlen muda tﬁl& begitu mu;ur Tﬂk lama setelah

du'mva mulai memsakan pendjdﬁxan hukum Jepang datang ke Indonesm

Mesktpun kuliahnya sempat putus karena perang , Yap Thism Hien yang

menemulkan jalan untuk - pergi ke Negem Belanda dengan bel\er;a sebacrzu

asistesn amk buah lx_apql menyambung kuliah hul\umnya seusai pelang di

Universitas Leiden. Iﬁulmlmya di Universitas Leiden chselesmkannm pada

pertenaahan tahun 1947 dengan titel meesder in de rechien. :

- Kazir pertama Yap Thiam Hiea di dunia hukum dimulai Lculﬂ
dlrznya men;adz_ jld‘_"()iﬂt di/ alchir tahun 1949, s_ctclah hampir sctahu_n
kembali ke }_ndoncsia. Saat it ia bergabung dengan kantor pengacara
yvang cukup terkenal, ber'éar'na dengan Tan Po Goan dan Oei Tjoe Tat.
Sejak saat 1tu pula, in mulau mendedxk’tsﬂmn dlriny’t untuk pembelaan
kepentingan- kcpcntmoan publik, khususnya masalah hak-hak
kewarganegaraan peranakarn Tionghoa. Hal ini yang membuarnya mulai
bersentuhan dengan masalah-masalah polidk, ”

Meqlqpun pada awal petualangan politiknya Yap Thiam Hleﬂ cukup
dekat dengan ide-ide sosial demokrasi, namun isu-isu supremasi hukum
dan hal asasi manusia, khususnya mengenai hak golongan minoritas,
lebih mewarnai kiprah politik selanjurnya.* Sayangnya, perjalanan politik
Yap Thizm Hien tidak begitu terlihat menonjol. Salah satu penyebabnya

*Daniel S, Lew, “Becoming an Orang [ndonesia Scjadi: The Political Journey of Yap
Thiam Hien”, Indoneda, Volame Speciﬁl Issue (July 19913, him. 97-112. Meskipun harus
diketahui pula bahwa utopia sesialisme dagd seorang sosial demoloat vang tak hanya
memperjuangkan demokrasi politik, namun juga demokrasi ckonomi, kentara teslibat
dalam sikap dan pemikiran Yap Thiam Hien pada tabun 70-an dan 80-an. Partisipast aksif
Yap Thiam Hien untok membidani LBH dasi vahim Peradin cukap jelas menunjuklkan hal
tersebut. Untuk ulasan lebih Ianjut mengenai pandangan polidk Yap Thiam Hien lihat juga
Daniel S. Lev, “Yap Thiam Hien: Utopisme dan Skeptisisme™ dalam T Mulya Lubis dan
Asistides Katopnpo (penyuning), Yap Thiam Hien: Pejuang Hak Asasi Manusiz, Takarce

Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 21-43.
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- adahh Laralxter Ya ap Thiam Hien yang non-partisan. Seperti ditulis oleh
“Dan Lev: “Intellecinlly he was too critical and temperamentally too independent
i amam‘ the lniting Jogic-of partisan politics and party discipline™
" Karakter inilah yang kemudian membuatnya beberapa kali berbeda
pendqpat dengm Sianw Giok Tihan, teman seperjuangannya dalam Baperki
- (Badan:Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang didirikan

. pada Lahun 1954, untuk t memp(:i juanglan hak kewarganegaraan peranakan

_ _Tzonfrhoa di Indonesia; Perbedann; pendapat di antara kedua sejawat tersebut
~meruncing, ketika Siauw Giok Tjhan memutuskan untuk membawa Baperki
condong ke Partai Komunis Indonesia (PKT) dan memberikan dukungan
tanpa syarat kepada pemerintahanSoekamo. Keputusan ini ditentang habis-
habisan olel Yap Thiam Hier.®- '

~Penolakan itu bukan karena Yap Thiam Hien ant-komunis, juga
bukan karena dirinya membenci figur Soekarno —hal ini- bahkan ia
tegaskan pula dalam pidatonya pada sidang Konstituante, tapi karena
menufutnya, pilthan pada ideolog tertentu justrn akan membahayakan
posisi golongan minoritas yang saat itu sedang dipetjuangkan olch
Baperki. Di tengah pertarungan sengit antara partai-pattai politik besar
di-Indonesia ketika itv, pilihan untuk mengambil posisi pada satu partai
tertentu tidaklah bijak. Karena, apabila terjadi pertarnngan antara partai-
partai politik besar tersebut, maka gbiongan minoritas yang lemah akan
mudah untuk dikorbankan. Yang patut unmk dicatat, meski sudah tidak
sepaham dengan Siauw Giok Tihan, Yap Thiam Hien tetap bertahan di
Baperki untuk mempertahankan idenys, meskipun akhirnya ia kalah.”

‘Hal menarik lain yang patut digarisbawahi dati kiprah Yap Thiam
Hien dalam Baperki adalah sikapnya yang tetap netral, meskipun notabene
dirinya membela hak-hak 51p11 dan pohtlk golongan tertentu di Indonesia.

®*Daniel 8. Lev, 1%) hlm, 109,
" % Danicl S. Lev, 1991, lilm. 103-108.

" Yap Thiam Hien pada akhimya “meninggalkan” Baperki setelah perdebatan sengit
yang terjadi dalam [Kongres Baperid di Semarang pada tahun 1960, Perbedaan pendapat
tajam antara Yap Thiam Hien dan Siauw Gloh’f}haﬁ ketilea itn berkisar sepatar posisi Baperlki
terhadap Pemerintahan Soekarno dan PKI. Yap Thiam Hien menyerang dukungan tanpa
syarat Siauw Giok Tthan terhadap pemerintahan demolerasi terpimpin yang dianggapnya telah
menghancurkan supremasi hukum di Indonesia. Sikap Thiam Hien it jelas tidak populer
dan membuat dirinya terpojok dalam forum tersebut. Sejak saat i pula Thiam Hien tak
p(.mah lagi akdf di Baperld, meskipun Baperki tak pernah mau memcecatiya secara resmi.
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Bagi Yap Thiam Hien, pesjuangan peranakan Tionghoa meraih persamaan

hakdi Indones;a_, tak lebih dari bagian mewujudkan keadilan bagi seluguh
warga negata-Indonesia: Pemahaman mendalam akan nasionalisme. :
berdasar Lewaxgmegaman seperti initah yang barangkali membuat Yap
'I‘hmm Hien sangat peka akan hak-hak sipil dan politik warga negara yang
- terus: dlper]umgl&anmn Sejarah juga mencatat penolakannya terhadap -
. I&Ebl akan | pel ubahm nama watga negara j)enmzz/(,mz Tionghoa ~di akhir
_ mhu;l 60-an, wng dlmqtfmm 3ust1umenmqtkan pencrhalqrmm (pms'mfrkd :
tertentu) terhadap. solongan rersebut? - ' : o

. Selain aktivitasnya di Sin Ming Hui dqn queﬂu Yap ThJ am I Ilen ]uqa
tercatat ikut mendinkan organisasi advokat pertama di Indonesta, Peradin
(Persatuan Advokat Indonesia) di tahun 1964, Aktivitas sebagai advokat ind
juga membuatnya ikut terlibat datam pendirian LBH (Lembaga Bantuan
Hukum) di tahun 1970, setelah melihat besarnya kebutuhan bantuan
hukum bagl orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-hakaya.
Aktivitas sosial dalam hidupnya juga ia salurkan dalam berbagai organisas:
keagamaan. Terakhir, Yap Thiam Hien tercatat sebagai anggota Komite
Eksekutif International Coperission of Justice.

: Sebagai seorang advokat, netralitas dan integritas Yap Thiam Hien dm]
lagt pada tahun 1966, ketika dirinya ditunjuk menjadi advokat Subandrio
pada Mahkamah Militer Luar Biasa.” Seberapa besar keddaksetujuan Yap
Thiam Hien pada pahatm komunis, tak menjadi alasan dirimya membiarkan
proses terhadap orang-orang PKI berjalan berat sebelah. Yap Thiam Hicn
adalah satu dari sedikit orang vang memaharmi kondist saat itu dan berani
untuk ‘memegang teguh kesetinannya pada nilai-nilai keadilan dengan
melakukan pembelaan terhadap halk-hak orang-orang PKI. Yang menarik,
karena keteguhannya pada proses yang jujur dan adil pula, membuatnya
terjerat perkara pidana karena dituduh memfitnah jaksa dalam perkara
yang dibelanya. ™ Keberaniannya menentang arus ind pula vang kemudian -
membuatnyva mencicipl sel penjara selama setahun pasca kerusuhan Malari

“#Drandel S. Lév, 1989, hlm. 109. Lihat juga perdebatan mengenat kritik Yap Thiam Hien
terhadap kebijakan asimilasi dalem ralisan bersambungnya: “Dua Therapy ()7, “Therapy 10
Orang (1), “Therapy (III)” {Danicl Hutagalung (peayuating), 1998, him, 239-253).

¥ Ibid.

* Lihat Yap Thiam Mien, Proses Yap Thiam Flien S.H.: test case bagi rude of law df
Indonesia, Jakarta: Sekrerariat Persatuan Advokar Indonesia, 1969, Pledooi Yap Thiam
Hien dalam petkara tersebut dapat dilihat juga di Daniel Hutagalung (penvunting),

1998, him. 185-212.
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'-'d}t'ahmnl974“ s ARt dghe g s
g Ixalau ada’ bﬂgan ﬁﬂri se;th Endup ‘.L ap Th1a1n Hien vang bisa
_ dlbllancr pahng penuh tantangan dalam menjalankan amanah-scbagai
seorang advokat, barangkali adalah- kcpmg—kepmg hidupnya sebagai
advokatdimasa Orde Baru., Hidup di antara sistem dan institusi hukum
- V‘mg t‘_ldﬁlx ber;alan baik, Yap Thiam Hien menolak untuk menerapkan
_Q-.hukum yang ﬂelxslbei “dan’ ﬁlcnrrabdzkan dm secara tulus kepada dewi
_'Lmdﬂm Ixetcguhannm dalam ‘memepang p11n51p ini, sampai-sampai
'bu}ﬂn rahqsm umum’ -apabﬂa Yap:Thiam Hien juga teikenal. sebagaz

¥ 42

advolﬂt vang tak pernah menang di pengadﬂqn
+ Perjalanan hidupYap ‘Thiam Hien berakhir pada tanggal 25 April
1-989 di Brussel, Belgia, setelah dua hari sebelumnya dirawat secara intensif
dirrumah sakit setclah mengalami peadarahan usus. Kedatangannva ke
Belgia'keti_ka itu, sedianya: untuk ‘menghadiri konferensi INGI (Tnzer-
INGO Conference o 1GGI Marfters), namun teravata suratan hidupnya
berkata lain. Yang mengharukan, hingga akhir hidupaya, Yap Thiam
Hien terus mengabdikan ciiﬂ'nya bam' kepentingan orang banyak.

Il Pemikiran Yap Thiam Hien
Dan sckitar setengah abad reatang waktu penoabdmnmn dalam
dumfl hukum di Indonesia, ada beberapa pemikiran Yap Thian Hien yang
patut qn_tuk _dJlenungLan lagi secara mendalam. Pemikiran-pemikiran
tersebut setdaknya dapat diurai ke dalam tiga pokok-pokok pikiran:
1. Pembelzan Yap Thiam Hien terhadap hak golongan minoritas
‘Tionghoa, terutama menyangkut kewarganegaraan dan
jeminan kesetaraan. Pemikiran ini mulai muncul pada wakeu Yap
Thiam Hlen muifu akdf men;qcﬁ advo cat pubhk di Perkumpulan

... 2 Danicl S, Lu. 1989, him. 109,

2 Kata-kata Ya ap T hiam Hiea kepada kliennya vang sclalu diingat oleh tokeh pers
Mochtar Lubis: * Apa yang hendaf saudara capai df pengadilan? Hendak menang perkars atan
hendak meletatkan kebenaran sandara di ruang pengadilan dan masyarakat? Jika sandara hendak
menany perkara, jangailah pilil saya sebagal pengacara Anda, karena pasii fita akan kalah.
Tetapd (fika} sandara mevasa cnbnp dan paas weigemekakan kebenaran savdara, maka saya
steant mciijads penicly saudern” {Yap Thian Hien: Pelita Bantuan Hukum Yang Tak Kuyjung
Padesm, wrwrwhukumonline.com, 18 Agustus 2004). Lihat juga Mochtar Lubis, “Posret
Manusia Indonesia Pembare, Pemberani dan Konsckuen™ dalam T, Mulya Lubis dan
Aristides i\ﬂt{)ppo (pcm unting), Yap Thian Hiew: Peyfmw Hak Asasi Manusia, Jakarta
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Sin Ming Hui {sckitar awal tahun 1950}, serta kemudian berlanjur
“: . menjadi bagian aktivitas politiknya di Baperlu (dari tahun 1954
- sampai tahun 1960). - S : _ : -

20 Kadtik Yap Thiam Hien terhqdap sistem ciemokmm terpimpin yang

i .didasari oleh kepekaannya terhadap adanva ancaman dominasi.
-+ politik (machi)-atas nilai-nilai keadilan (recbd); atau dengan katalain
, .-?cl_;n_belé{an térhadap supremasi hukum: Pemikiran ini tim_bu'l_'ﬁ_ '
. awalaya. sebagaireaksi atas dibetlakukannya kembali Undang- -Un-

~dang Dasar(UUD 1945), bersamaan dengan lahirnya Demokraﬂ '
Terpimpin (1959-1968). :

. Pembelaan Yap Thiam Hien terhadap proses pemcillan yang
jujur dan adil. Dominasi politik atas nilai-nilai keadilan, membuat
~Anstitusi-institust hukum tidek berjalan dengan baik. Sepanjang

- hidupnya dan terutama di masa Demokrasi Terpimpin {1959-

1968) dan Orde Baru (1968-1998), Yap Thiam Hien berjuang
unguk terciptanya proses peradilan yang jujur di Indonesia.

()

Tentang Kewarganegaraan dan Jaminan Kesetaraan

“Maka masalah minoritas pada hakekatnya adalah masalah
manusia sendiri, “the problem man”, yaitu bagaimana memandang
dan memperlakukan sesama manusia. Diagnosa kami: Jiwa manusia
sakit. Bukan struktur masyarakat vang salah, bukan perbedaan fisik
dan kultural yang safah, meleinkan manusialah sendiri yang salah.”!?

Yap Thiam Hien mulai bersentuhan dengan isu-isu kewarganegaraan
pada saat dirinya aktif menjadi advokat publik di Perkumpulan Sin Ming
Hui."* Ketika itu, ja mulai terusik dengan pertanyaan seperti apa peran
dan posisi peranakan Tionghoa di dalam negara Republik Indonesia.
Sebagai golongan minoritas, posisi peranakan Tionghoa sangatlah
rentan. Stigma negatif yang dibangun atas dasar politik pemerintah
kolonial yang memberi keistimewaan pada golongan Tionghoa,
membuat golongan tersebur tidak diterima dengan tangan terbuka oleh
masyarakat Indonesia pasca revolusi kemerdekaan.

" Daniel Hutagalung (penyuating), 1998, him. 253,
" Daniel 3. Lev, 1991, him, 101,

" Thid, him. 102,
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SE 'Sﬁ_l‘l‘l(iﬂtﬂi‘fi itu, di-mata Yap Thiam Hien, peranakan Tionghoa
scbagaimana Igélonappk etnisatau suku lainnya di Indonesia, sama-sama
.w:a.i'gq-neoéra Indonesia.-Dari prinsip-ini, Yap Thiam Hien berusaha
untuk memperjuangkan hak-hak. troloncrfm Tlonghcm d'm praktek
diskriminasi yang sering texjadi. T -

Pemikiran:Yap Thiam:Hiea mengenai masalah kewarganegqman
dan persamaan perlakuan di depan hukum semakin terlihat jelas ketika
'chrmya mulai aktif bcmrmmsaa di Baperki (Badan Permusjawaratan
Ixewazcranegqrfian Indonesia). Di: bawah: kepemimpinan Siauw. Giok
Tjhan yang juga secara tulus memperjuangkan nasib golongan minotitas
Tionghoa di Indonesia; Baperki saat itu sangat berpengaruh sebagai
sebual organisasi masa peranakan Tionghoa di Indonesia. Organisasi
tersebut didirikan untuk menyarukan semua peranakan Tionghoa di
Indonesia, dari semua warna politik yang ada di Indonesia ketika itu.'®

Meskipun dimaksudkan untuk mengambil posisi netral dan tidak
terlibat dengan politik praktis, namun dalam walsta singkat segera terlihat
adanya perbedaan pandangan yang tajam antara Yap Thiam Hien dan
Siauw Giok Tjhan tentang arah politik organisasi. Masalahnya adalah
bagaimana mereka menilai Demokrasi Terpimpin yang kemudian juga
berdampak pada sikap apa yang harus diambil oleh organisasi (Baperki)
terhadap Pemerintahan Soekarno.

Sementara “Yap Thiam Hien mengambil posisi skeptis terhadap
pemerintah, dengan pertimbangan bahwa suatu kelompok minoritas
sebaiknya mengambil posisi yang aman dengan tetap netral dalam politik,
Siauw Giok Tjhan justru menilai bahwa dukungan kepada pemerintah
kettka itu akan mempermudah mereka untuk memobilisit dukungan
terhadap golongan minotitas Tionghoa di Indonesiz.”” Integritas dan
dedikasi kedua tokoh tersebut tak perlu diperdebatkan lagi. Terlepas
dari pemikiran dan pilihan strategi yang kemudian diambil, baik Yap
Thiam Hien, maupun Siauw Giok Tjhan melzkukannya tulus untuk
kepentingan golongan minoritas, sekaligus masa depan negara yang
mereka cinta.

Lalu apa perbedaan substansial antara pandangan Yap Thiam Hien
dan Siauw Giok Tjhan? Dari rulisan-tulisan Yap Thiam Hien, terlihat jelas
penolakannya terhadap model “masyarakat baru”, maupun “asimilasi

© 48 Thid.

Y Ibid.

|

tdisi 19 - Tahun VBApril-funi 2009 12




- total” sebagal pilihan kebijakan untuk mengatasi masalah golongan N

- minoritas ketika itu: Menurat Yap Thiam Hien;] proses: pembesamkan_'_'

masyarakat baru vang ditawarkan oleh Siauw Giok Tjhan bu}mn_-.'
hanya spelaulatif, karena - ‘tergantung pada terbentuknya masyarakat
- komunis Indonesia yang behum jelas dan pasti; namun juga akan terus -
mem'p'ertahankan' identitas golongan minoritas itu sendiri, - e
i Disisilaingide untuk melakukan asimilasi atan pembaman total; ] ]ug’i e
o 'mendapat lmukan 1\431215 dari Yap Thiam Hien. Bukan karena asimilasi - _
h atau pembatran sepezti itu. kalau terjadi secara sularela, tidak akan dﬂp_a_t_
menyelesaikan permasalahan golongan minoritas di Indonesia, namun .-
karena pada kenyataannya keadaan dan suasananya tidak mendukung
untuk itw.”? Yap Thiam Hien mendasarkan argumennya pada masih
jelasnya keenganan kelompok mayoritas (dewinant gronp) untuk menerima
partisipasi kelompolk minoritas dalam segenap kehidupan masyatakat
dan negara. Di sisi lain, masih adanya peraturan-pesaturan dan praktek
diskriminasi, tentu serakin mempertebal kesadaran kelompok-kelompok
minoxitas (winority conscionsiessy akan identitasnya masing-masing.

- Pandangan Yap. Thiam Hien sangat realistis dan: menunjuklkan
kebijaksanaan praktisnya. Bagaimanapun menariknya ide pembauran
itusendiri untuk masa depan Indonesia, namun segala permasalahan
minoritas sebaiknya dikembalikan kepada permasalahan vang nyata,
yaitu meayangkut hak dan kewajiban dari tiap warga negara yang pada
kenyataannya masih ditentukan berbeda.” Tatkala hak dan kewajiban
tiap warga negara tersebut diperjuangkan untuk betada pada tingkat vang
sama, tentu identitas parsial dengan sendirinya akan memudar.

‘Meski begitu, dalam menyikapi hal rersebut, Yap Thiam Hien tidak
memberikan solu51 vang bersifat normatif atau praktis, Jalan keluar V’].I’ig

¥ Daniel Hutagaiung (pcn} ungng), 1998, hlm. 241.
¥ Ibid, hlm, 244,

# Pada tahun 1959, di muka Sidang Konsticaante, Yap Thiam Hien mempertanyakan
pertentangan antara Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (bahwa Presiden harus dijabat olch orang
Indonesia asli) dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (persamaan hak segala warga negara di
dalarn hukum dan pernerintahan). Bukankah dengan membedakan antara “orang Indonesia
ashi” dan “orang-orang lain”, sama saja relah mengadakan suatu benruk diskriminasi rasial
di Indonesia? (Danicl Hutagalung (penyunting), 1998, hlm, 40). Pasal tersebut telah diubah
pada Perubahan 111 (2001) yang mensyasatkan bahwa calon presiden dan wakil presiden
harus warga negara Indonesia sejak Jahir dan ddak pernah menerima kewarganegaraan

JATTT Atas Kehendakiva Sendir, Serta mampu secara sohant dan jasmani,
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dltfz\mrkan oleh Yap Thnm Hlen 'ld’llah 1emp; momi ? i,fing benm
' "m]urm an]uian moralyang dld’ib“lil oleh etika- etikaKristen vang selala -
dipeganpnya. Kalau ada solusi. bexsmf normatif yang ia sebutkan’ ketika
itu, barangkali hanya dalam bentulx_ pembeﬂakuan undancr-undfmg vang
'melaiancr dan menghukum dcngqn hukuman penjara setiap tindakan
:Vaﬂg membeﬂkam ‘hak-hak istimewa suati golongan etnis atan. 1“1*3111
- aru Vmg melaixui;an atau. mengm]urkan dlshnnnmm tcihqdap ‘;Ll‘ttu
"golorlgan ctnis atau rasnl” ATl T e X )
-..MungMn pfﬂﬂ. elqsdn -pahng sedcﬂmna darissikap: ’Stap Thnm
Hien. tersebut situpsidan kondisi di bqwah pemermmhm Deinolrasi
Te1p1mp_m yang: domma_n ‘secara politil; mavpun ‘secara sosial ‘dan
budaya, membuatnya kesulitan uatuk memperjuangkan ide-idenya
dalam rudng-ruang politik”? Apabila dirinya mengangkat isu diskriminasi
teisebut dan bethadapan langsung dengan pemerintah yang berkuasa
saat ity; maka golongan ‘minoritas vang ‘dibelanya akan'terancam
stigmatisasi, Padahal Baperki sendisi ' telah mengambit- posisi politik
mendukung sepenuhnya pemeriniahan Soekarno. Selain‘iny, Yap Thiam
Hien mungkin menghindari isu minoritas pada akhirnya akan ditafsitkan
hanya mewakili kepentingan: golongan minoritas vang dibelanya saja,
baik oleh kelompok-kelompok fain maupun kelompok minoritas itu
sendiri, bukan scbagai kepentingan bersama vang secara nyasa mest
diselesaikan masvarakat Indonesia secara keseluruhan,

Tentang Hukuin dan'Kekuaszan

“[...] Kita menyadari bahwa tiap kekuasaan membawa
*'penyalahgunaan daxi kekuasaan itu, dan semakin banyak kekuasaan
semakin berlebiban penyalahgunaan kekuasaan itu. Oleh karenanya
~manusia vang berkuasa haguslah dibatasi kekuasaannya untuk
'-"mehndungm‘m terhad'zp chnm a sendm dan untuk melindungi orang
lain terhadap dia.”®

* Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm, 243,

# Lihat juga Daniel S. Lev, 1991, him. 110-111, Meskipun tdak tertutup
kemungkinan pula balwwa hal tersebut dipengarubi karakter religins dan penckanan
pada pembenahan moral vang merupakan ciri Yap Thiam Hicn, karena banyak
rulisannya yang diakhiri dengan kadpkan avat-avat kirab suci,

* Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, him. 44.
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-Setelah dirinya alktif .di Baperki, serta kemudian terpilih menjadi
anggota pa_ﬂ_cmen.sétel_ah Pemilu-1955, Yap Thiam Hien terlibat secara
langsung dengan dinamika politik #i Indonesia. Pemikirannya tentang
konsep-konsep keseimbangankekuasaan terlihat menonjol di masa-masa
itu. Salah satunya adalah pidatonya pada Sidang Konstituante di tahun
1959, bebempfl bu}an sebelum Presiden Soekarno mengeluarkan dé!lxﬂl :
' unmh kembali Lepada UUD 19452 L e
 Sebelum dekrit dikeluarkan, pemerintah telah mengan}uﬁ\an untulx_. _
kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakan demokrasi terpimpin,? -
Dalam pembahasan di dalam Sidang Konstituante, 12 Mei 1959, Yap
Thiam Hien melontarkan kritiknya atas anjuran tersebut. Yap Thiam
Hien:menielaskan bahwa UUD 1945 memberi kekuasaan begitu besar
kepada presiden yang mengancam stabilitas sistem pemerintahan yang
bail, -serta idak memepuhi syarat-syarat minimum yvang mengaturt
jaminan hak-hak dasar warga negara. Di samping itu, Yap Thiam Hien
juga menguraikan baliwa demokrasi terpimpin akan menutup ruang bagi

terjadinya permusyawaratan yang demokratis, di mana ada kesetaraan
antara pihak-pihak yang bermusyawarat.*

Daxi penjelasan dan uraian yang ia berikan, setidaknya dapat dilihat
bahwa Yap Thiam Hien sangat memahami pentingnya keseimbangan
kekuasaan bagi bekerjanya institusi-institusi negara. Pada dasarnya ia
skepts untuk hanya bergantung pada kapasitas seseorang saja, sehingga
lebih percaya pada bekerjanya sebuah sistem yang lebih terukur.

Alasan mendasarnya, sebagaimana ia singgung dalam pidato
tersebut:

“Bukan Jpula] pribadi sesuatu orang di kemudian hari, melainkan
paham dan fungsi Presiden yang sesuatu waktu dijabat oleh manusia
~Indonesia. [...] bahwa kalau manusia itu malatkat adanva, maka
tiadalah dibutuhkan pemerintah. Dan saya tambahkan: Tiadalah
juga diperlukan Konstitusi. Tetapi manusia itu bukanlah malaikat.

* Ibid, hlm. 37-44. Lihat juga Adnan Buyung Nasution “Yap Thiam Hien:
Advokat dan Penggugat Demi Aspirasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia”
dalamm T. Mulya Lubis dan Aristides Katoppo (penyuntng), Yap Thiaw Hien: Peinang
Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, him. 48-64

* Marwat Dioened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, Sewrab Nasiona!
Tndonesia: ]awan' ]cpm g dan _]a‘/}!(w K,fpzf/;fzf(' Indonesia, PT Balai Pustaka, 1993, him. 38(

LT 1.0 I

24 k3 2
A)di lii..l i iLI.L ’.},_)rULUL\_’ \i)L.!.l\ Lllltﬁll{-%’i Pora CTTH L T l
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**Bahkan manusia itu acapkali berbuat sesuatu yang jahat yang tak
dnngmmya cian t’i;x berbmt sesuqtu vang bfuk vang dia momi gl

SLCPUSISI’DG Y’IP Tlnam Hlen Iniakhirnya men; f1d1 sebuah ramalan

' yang menjadi Lenyfuaan di kemudian hari, dengan semakin terpuruknya
: 'msutum institusi hukum di lndonesm setelah masa Demo kerasi
Terplmpm d'm Olde Bfnu, a8l ' '

~harapan akan adanya perubah’m tata pcmcrmmhan yang memberilan
jaminan halk-hak dasar kepada warga negara. Dari beberapa tulisaanya
yvang terkumpul,“tampak terlihatusaha Yap Thiam Hien untuk
mendorong pemerintah ke arah perubahan yang lebih positif, dengan
terus memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.® Penckanan
pada pembqhasan model -atan bentuk pemerintahan yang ideal, tak
sebanyak perhatian yang ia berikan kepada isu-isu petlindungan HAM,
meskipun ia tetap. mendorong dilakukannya amandemen atas UUD
1945. Mungkin prinsip Yap Thiam Hien ketika itu adalah bagaimana
meyakinkan kekvasaan untuk membetikan jaminan HAM kepada warga
negara Indonesia, sekaligus mendorong ratifikasi dan implementasi
per]an]mn perjanjian internasional menmngkut HAM™

7 Thid, hlm, 4344,

’* "\Ic,rosotnm fungsl dan ‘wibawa lembaga peradilan, mwi]m'l dapat dilihat
dalam disertasi mendalam yang ditulis oleh Scbastian Pompe, The Tndanesian Supreme
Conrt: A Séudy of Institusions! Collgpse, Tthacs, N Y.: Cornell University, Southeast Asia
Program, 2005.

# Beberapa tulisan Yap Thiam Hien menunjukkan optimisme tersebut, seperd
“Saran Bagi Perubszhan Hukum Acara Pidana” (Danicl Hutagalung (penyunting

1998, hlm. 61- -68}, “Penegakan dan Pelaksanaan Hukam Berkembang Positif” (D'mic,
Hutagalung (penyunting), 1998, him. 69-73), dan “Kehakiman Yang Bebas Mulai
Menang” (Danicl Hutagalung fpenyunting), 1998, him, 135-138).

* Lihat Yap Thiam Hien, “Hak-Hak Azasi Manusia Dalam Realitas Hukum di
Indonesia Sekarang”, Hukam dan Masgjarakat, Meadialah Perbimpunan Sardjaa Hukan
Indonesia (Persabi), Djakarta, 1965, him. 46-67. Petlu diberikan cataran juga bahwa sedari
awal berdirinya rezim Orde Baru, Yap Thiam Hien dengan begitu gigih membela hak-hak
kelompok yang terkena stigmatisasi politik, seperti Masjumi, PSL, dan PKL Yap Thiam
Hien mendorong proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur dan perlakuan terhadap
tahanan politiks juga sesual dengan prinsip-prinsip HAM. Lihac juga Yap Thiam Hien,
“The Supremacy of Law and the Problem of Political Prisoners”, Fiubum dan Keaditan,

Madjatal) Persatian Advokat Indonesia, No. 5 Tahun ke-11 (Diuli/ Agustus 1971, Djakarta:

Di masa:imasa awal Orde Baru; qu Thnm Hien sempat menyimpan

PT. Gramedia, 1971, him. 50-54.
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- Namun, scbagaimana ramalannya senditi, kekuasaan memang lebih
b'uk %eia,lu dipandang dengan penuh skeptisisme. Harapan Yap Thiam
Hien bahwa pc_mermtah Orde Baru akan meratifikasi dan melaksanalean
petjanjian-perjanjian internasional menyangkit HAM ternyata tak

: temmj ud. Masalahnya menjadi tambah pelik, ketika kanal-kanal politik
Jjugaikutterturup. Bagaimana mengharapkan terjadi sebuah perubahan
di Indonesia ketika itu, kalau tidak dasi pihak yang berluasa itu sendirip

* Maka tak heran-apabila di tahun 80-an, teslihat lagi perhatian besar Yap -

' Thlam Hien pada masalah-masalah politik dan:pemeringahan.

- Yap Thiam Hieh menyoroti sistem politik di bawah Orde Baru vang
didominasi oleh Golkar sebagai partai yang jauh lebih kuat dibanding
dua partai lain digabuag bersama sekalipun.” Dalam konteks seperti
1ni, tentu Segala produls legislasi yang dibuat merupakan produk partai
tersebut. Karena partai tersebusr adalah partal pemerintah, maka yang
membuat dan menjalankan peraturan pada hakekatnya adalah pihak
yang sama. Schingga, tidaklah aneh, apabila terjadi penyimpangan dan
penyalahgunaan kekuasaan.

+ D1 sisi lain; Yap Thiam Hien percaya bahwa kekuatan rakyat akan
mampu memenangkan kembali kedaulatannya, sepanjang ada keyakinan
untuk itu. Masalahnva, di bawah sebuah sistern represit yang tidak hanya
menggunakan tangan-tangan aparat pemerintah, namua juga melalul
penetrasi pada organisasi-organisasi sosial dan pelitik, hal ini tentu tak
mudah dilaksanakan.

Yap Thiam Hien sendir mengakui kenyataan tersebur:

“Cuma realitasnya sekarang ini sudah menjadi pelik dan
sulit sekali. [...] Kini si pengelola arau kuasa usaha rakyat sudah
berhasil mengumpni kuasa, mendirikan lembaga-lembaga, alat-alat
penguasaan demikian hebatnya, sehingga prakiis sudah menvamakan -
diri sebagai rakyat, dan mentuani si pemberi kuasa.”*

Namun sebagai seorang vuris, ia terus menyarankan perjuangan
politilt vang sah dan sesuai dengan prosedur, antara lain dengan
mendorong p(jq csanaan perlindungan atas hak-hak sipil dan politk.

' Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 31-36.

= Thid, him. 36.
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:"-; S;:jzﬁr'z;h_ kemudian mencatat bahwa Kovenan Internasional Hale-FHak
- Sipil dan: Politik -(KIHSP), akhirnya disahkan di‘Indonesia pada tahun
2005, b'ebefa'pfi tahun sesudah Orde Baru tumbang, Selain ‘it telah
rerjaci pula; bebcmpq perubahm isi Undang-Undang Dasar, antara lain
d]tecraskmnva prinsip negara’hukum (Pasal 1 ayat (3)), masuknya bab
~khusus tentang pengaturan HAM lebih rinci (Bab XA), dibentuknya
'"\Iah qmah Konstitusi (Pasal 24C)’ yang bc_nvcnantr melakukan uji

B _Lol_lstltu_s;{_)_nﬂh_tas_,sqam undang-undang, Dibentuknya UL HAM (UU -

“No. 39/1999) juga telah’ memunjuklan addnya perkembangan di bidang
tersebut; jika dibandingkan dengan:periode-periode pemerintahan
sebelumnya.: Namun demikian; tentu ‘masih banyak hal vang perlu
disempurnakan lagi** Dan itu mungkin hanya bisa terjadi apabila setiap
warga negara tetap memiliki keyakinan akan masa depan vang lebih baik
untuk negerl ini, disertai sikap skepts terhadap kekuasaan vang dibutubkan
untuk memastikan terjaganya hal-halk sipil dan politik mercka.

Tentang Proses Peradilan YVang Jujur

“Ciri yang terutama adalah hakim yang adil dan ju ]ur Adil dalam
) :mempe;hku&m plhal vang menuduh dan pihal yang dituduh.
- Dan adil memberi scgqh sesuatu yang harus diberi kepada yang
_ berhak menerimanya ‘tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, tanpa
"tcrpcnoatuh oleh pangkat, kedudukan, ras, agama, sex, nang, Jujur
berarti _meny atakan vang putih sebagal putih, yang hitam ‘seb'wfu

_ 'hztam yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah.”*

Suatu sistem alsan berjalan baik, ketika institusi-institusi pendukungaya
berjalan dengan baik pula. Dani berbagal tulisan Yap Thian Hiem, nampak
baim-a masalah vang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia terjadi

% Lihat UU No. 12/2005.

* Pengadilan HAM, misalnya, hanya diperuntukkan unuk “pelanggaran hak asasi
manusia yang berat” (Pasal 104 ayae (1) UU No. 39/1999). Dalam penjelasan pasal
tersebut disebutkan bahwa vang dimaksudkan adalah “pembunuhan massal (genocide),
pembunuhan sewenang-wenang atau di luar purusan pengadilan (arbitrary/extra judicial
killing}, penyiksaan, penghilangan orang sceara paksa, perbudakan, atau diskriminast vang
dilakukan secara sistematls (systematic diserimination)”. Sementara konsep HAM dalam
pandangan Yap Thiam Hien adalah hak-hak dasar warga negara secata umum, tecmasuk
sepert misalnva diskviminasi atau penahanan anpa alasan vang mendasar,

¥ Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, hlm. 174,
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karena odak berjalannya institusi-institusi hukum dengan baik.™ Satu dan -
lain hal,"ini disebabkan oleh adanya tatanan betnegara yang membuka."
ruang domlmsz pemegang kekuasaan atas institusi-insttusi tersebut, Dl
samping itu, Jemerosotan moral dati- pemegang peran dalam instiasi-
institusi tersebut juga dipandang oleh Yap Thian Hien sebagzu fakror yang
menvebab}\an J,usa}gnva sistem peraditan.” SRS R
_ Set1dfil&r1ya ada:empat institusi yang menjadi fokus perhaman‘ -
_'&ap Thiam _Hien: lembaga peradilan; lembaga kejaksaan, lembaga .
Lepolisian, dan ‘organisasi advokat. Dalam satu dari keempat institusi
tersebut, Yap Thiam Hien dapatmemainkan perannya secara langsung,
antara lain dengan ikut mempelopori lahirnya Peradin (Persatuan
Advokat Indonesia) pada tahun 1964. Organisast ini terbukti mampu
memainkan perannya dalam menjaga kapasitas kompetensi dan moral
para anggotanya, schingga menjadi organisasi yang cukup disegani pada
masaniya. Bagaimana dengan insticusi-institusi hukum vang lain?
Dengan gamblang dan jelas Yap Thiam Hien menuliskan
pengalaman dan pengamatannya terhadap ketiga institusi lainaya yang
telah mengalami kerusakan semenjak masa Demokrasi Terpimpin.
Untuk lembaga peradilan, misalnya, Yap Thiam Hien melihat bahwa
intervensi kekuasaan eksckutif tak bisa dipungkiri telah menghancurkan
sendi-sendi pokok Iembacm tersebut Antara lain ia sebutkan adanya
politik peremajaan, yaitu regenerasi di tubuh lembaga peradilan yang
mengakibatkan hakim-hakim muda belia yang minim pengetahuan dan
pengalaman didominasi dengan mudah oleh jaksa-jaksa kawakan.* Peran
hakim yang semestinya terhormat, menjadi mudah dikendalikan oleh
jaksa, schingea kontrol atau pengawasan untuk sebuzh proses peradilan
vang jujur dan adil menjadi nihil. Dan ini pula masalah pokoknya.
Dalam sebuah perkara, paling tidak terdapat dua pihak dengan posisi

vang berbeda. Masing-masing pihak tentu akan berpegang pada pendapat

mereka masing-masing. Sehingga, untuk menyelesaikan perkara tersebut,
dibutuhkanlah pihak ketiga sebagai penengah yang tidalk terikat pada
pendapat dati salah satu pihak itu, Syarat mutlak untuk terlaksananya
sebuah proses peradilan yang jujur dan adil adalah adanya pihak letiga
yang jujur dan adil.

* Lihat Daniel Hutagalung (penyunting), 1998, him. 15,
" Lihat Daniel Hutagalung (penvunting), 1998, hlm. 75.

* Danicl Huragalung {(penyuating), 1998, him. 72,
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v :Konsep paling -_méndasar dari proses peradilan ini dipahami dengan
“baik oleh Yap Thiam Hien. Ia melihat sebuah permasalahan serius dalam
proses peradilan di Indonesia. Secara konkrit masalah tersebut dapat
dilihat pada usdha pencarian kebenaran, khususaya sechubungan dengan
penahanan dan pemeriksaan tersangka. Syarat-syarat untuk melalukan
: penahanan tidak diatur sedemikian rupa, schingga‘dalam prakecknya
-pzhalx yang. memermtah}\an dﬂn melakuiﬂn pcnahanan adalah pihak
vanw samﬂ 2 Kondzsl int tentu membua}: posm tersangka sqnoat rentfm
--Laiena bukan tidak rnungjkm pihak tersebut menyalahounakan keluasaan
yang dimilikinya, ‘baik untuk mempermudah pembuktian atau bahkan.
lebih abszrd lagi, uatuk menghukum pihak- plhak tertentu yang memang
telah dnncar sebelumnva

¥ Kewenangan penahanan pada walstu itu diatir di dalam HIR. Pada prinsipniva
pegawai penuntus unum (penyidil) berwenang umnuds memerintahkan penahanan (Pasal
62 ayat (1) HIR). Meslipun demikian, scbenarnya kewenangan tersebut bukan tidak
terbatas, karena chpcxsvuatixan hat us menyangkut delik-delik tertentu (Pasal 62 ayat
(@) HIR), serta tmdftpqt ahmnm_l'asaﬁ mendasar uatuk it (P’ii;’ll 75 HIR). Masalahnya,
pengujian atas’ syarac-syarat tersebut dilakukan oleh magistraat pembantu wiay pegawai
penuntut umum, schingga bukan tidak mungkin pegawai penuntut uraum dapat menguji
keputusannya sendir. Pada situasi di mana hakim memandang insatus: lejaksaan scbagai
hagian dai sistem yang sama, diperparah lagi dengan adanya dominasi keluasaan eksekutif,
membuat peran hakim semakin melernah untuk diharapkan menjadi penguji obyektivitas
pentingnya penahanan tersebut. Setelah perubahan hukum acara pidana {JU No. 8/1981),
pada dasarnya berlaku kewenangan dan syarat penahanan serupa (Pasal 20 dan 21 UU
No. 8/1981), namun diatar prosedur praperadilan untuk menguji penahanan tersebur
(Pasal 124 UU Ne. 8/1981). Masalahnya, sebagaimana dula, sistemn ini baru dapat berjalan
apabila didukung oleh hakim yang kompeten dan memiliki integritas tnggl. Kenvacaan di
lapangan, menurug pendapat seorang kolega penulis, seringkali hakin talut untuk menguji
penahanan dan melepaskan tersangka. Sam dan lain hal karena hakim akan dipersalabkan
apabilz tersangka kemudian melarikan dis, padahal seharusnya beben itu ada pada pihak
penyidik. Apabila pihal penyidik memang fidak dapat membulktikan pentingnya penahanan,
bulsan salah hakim apabila kemaudian memerintahkan tersangka dilepas, Baranghkali sistern
ini hanyz akan besjalan benar, apabila advokat memiliki kekuatan untuk mempertanyakan
dan meminta pengujian penahanan atas kKliennya, Dalam perkembangan terakhir, publik
seperti disadarkan atas kenyataan ini, dengan adanya kasus penahanan Prita Mulyasari yang
mengundang banyak simpat — tak ada dasar kelhawatiran iz melarikan dird, menghilangkan
barang bukt, atau mengulangi perhbuatannya, Begitn dukungan publik meluas, maka
penahanan tersebut terus dipertanyakan urgensinya, hingga pada akhirnya status tersangka
dialihkan oleh kejaksaan darl tahanan menjadi tabanan kota — parodi yang menunjullkan
bahwa kenyaraannya kejaksaaan tetap ingin begsikukuh mengatakan bahwa penabanan itu

perla. Tapi itulah solusi politk, bukan solusi hukum,
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--Sebagian besar tulisan Yap-Thiam Hien -didominasi -oleh tema
'terqebut Baginya, bukan tidak ‘mungkin, alasan. pcﬂthzuan tersebut
benar, namun bukan-tidak mungkin pula salah. Sehingga, sudah
%cmestmva ada fungsi, pengawasan atas kekuasaan tersebut. Sel'un
itu, hak tersangla untuk membela diri dan. netralicas proses pencarian
Aebcnamn]um tetap pmlu dijaga, E\mena seseorang yang sudah dijadikan -
tersangka se%ﬂhpan belum tentw pelqlxu tmqu pidana yang pantas
untuk dihukum, ap. Thmm Hlen dalam-tulisan- tuhsannva berulang kali
menyebutkan ‘pentingnyva pengaturan Aabeas oo P95 yang secara umum
berart pengakuan. adanya hak setiap orang untuk mengetahui alqsan
dirinva ditahan. - - N

D1 mata Yap Thiam Hicn, hal ini bukan h'mw mcrupai{an

permasalahan institusional semata. Sebagaimana sudah disebutkan
di atas, benar bahwa adanya desain proses peradilan yang ada telah
membuka ruang bagi praktek-prakiek penyalahgunaan kekuasaan.
Namun demikian, Yap Thiam Hien juga menilai pentingnya perubahan
cara pmdmtr dan budaya dari pelaku atau pemegang fungsi-fungsi itu
senditi. Sehingga, solusinya bukan hanya perbaikan instrumen saja, tapi
Juga perbaikan pengetahuan dan moral para penyandang profesi hukum,
untuk berpegang teguh pada Lonsep-k{msep keadilan dan etika pxofem
vang telah digariskan. '

111, Penutup .

“Akhirnya siapalah yang lebih cinta dan loval pada negara

dan bangsa Indonesia, Sdr. Ketua, seorang yang menghormati
- dan mentaati konstitusi serta undang-undang atau seorang yang
mengingkari sumpah setianya pada Undang-Undang Dasar

wwyang menginjak-injaknya untuk kepentingan dirinya atau untuk-

kepentingan corpsnya atau teman akrabnya?”¥

Akhir kata, tak perlu lagi penulis menggambarkan seperti apa figur
Yap Thiam Hien tersebut. Kiprah dan pemikirannya yang terckam
dalam lembaran sejarah telah menunjukkan bagaimana ia menyadasi
dan menjalani fungsi yang disandangaya dengan sebail-bail knva. Dan
bukan hanya i, fa meninggalkan warisan berupa semangat dan harapan,

" Sanict }'Iutag:ﬂung (iﬁexxyruiltixig), 1998, hlm. 211.
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tentang masa depan negeri inidan bagaimana hukum tetap dapat tegak
-di hégeri ini. Pemikiran dan sejarah hidupnya juga memperlihatkan
._-bquumqna institusi-institusi hukuin yang pernah berjalan dengan baik
- diIndonesia kemudian perlahan mengalami Lmusai\m Sebagat scorang
advo?mt telah ia lakukan lxemampuan terbaiknya, yaitu mengkritik

©pemerintah, mcnvumbangkfm pemlmran pemz]qrmnva mengecam
S pc-:neoak hukum yang korup, memuji penegale hukum yang ‘beketja
~dengan bzuk, serta memegidng teguh etika profesi yang disandangnya.

' '_-".Pmmxp -prinsip yang selalu dipegangnya adalah prinsip-prinsip keadilag,
- yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menvingkirkan prasangka,
tidal mementingkan diri sendivi; serta mehndung1 pﬁml\ Vang lcmah
dari dominasi kekuasaan. E T : '
Yap Thiam Hien barangkali mcmang dlczptakan dfm dmn unkan
di-negeri ini untuk menjadi -teladan bagi generasi-generasi berikumnya:
bahwa pilihan untuk mengabdikan diti kepada kepentingan orang banyak
bukanlah ilusi; bahwa menjadi seorang yuris sejad yang memegang teguh
prinsip-prinsip keadilan bukanlah dongeng; bahwa integritas dan netralitas
tidak hanya ada di langit; dan yang tetpentng, adanya semangat untuk
tetap yakin akan masa depan hukum yang adil di negeri ini, diserai dengan
tindakan nyata tanpa henti yang ddak mengedepankan kepentingan diri
sendiri. Sebagaimana penuturan Dan Lev: “[L..]And as a prblic man be set
a superl example; ceriaindy for bis conrage, but alss Jor bis ability 1o remain outraged
by injustice of any Rind, and bis insistence that the principles that counted did not serve
oneself first”" Yap Thiam Hien hidup dengan dan untuk sebuah cita-cita
vang kemudian ia wariskan kepada seluruh elemen komunitas hukum dj
negeti ini: tegaknya hukum di bumi Indonesia yang dicintainyal

Daniel 5. Lev, 1989, hlm. 110.
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